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PERATURAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

NOMOR : 01/KPTS/DSDAN/VI11/2009

TENTANG
TATATERTIB PERSIDANGAN DAN

TATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, perlu
menetapkan Peraturan Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang
Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan
Sumber Daya Air Nasional;

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun
2006;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
tentang Dewan Sumber Daya Air;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN SUMBER DAYA AIR
NASIONAL.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

l.

2.

M

2)

3)

Dewan Sumber Daya Air Nasional, selanjutnya disebut Dewan SDA Nasional, adalah
wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat Nasional.

Anggota Dewan SDA Nasional, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah terdiri dari
wakil pemerintah dan wakil nonpemerintah yang keanggotaannya ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Sekretaris Dewan SDA Nasional adalah sekretaris sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air
Nasional.

Sekretariat Dewan SDA Nasional adalah unit organisasi yang bertugas membantu
Dewan Sumber Daya Air Nasional dalam tugas kesekretariatan

Tim Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Dewan SDA Nasional yang terdiri atas
tenaga ahli/ pakar/ praktisi di bidang pengelolaan sumber daya air untuk membantu
pelaksanaan tugas Dewan SDA Nasional dalam jangka waktu tertentu ;

Panitia khusus adalah panitia yang dibentuk oleh Ketua Dewan SDA Nasional/Ketua
Harian Dewan SDA Nasional berdasarkan keputusan sidang Dewan SDA Nasional,
yang terdiri dari beberapa orang Anggota atau pejabat yang ditunjuk mewakili Anggota
untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Undangan selain Anggota adalah mereka yang diundang oleh Ketua Dewan SDA
Nasional

Sidang adalah pertemuan yang dihadiri oleh Anggota Dewan SDA Nasional.

Pasal 2
Jenis Persidangan Dewan SDA Nasional adalah :
a) Sidang Dewan SDA Nasional;
b) Sidang Luar Biasa;
Sidang Dewan SDA Nasional adalah sidang yang dilaksanakan sesuai dengan agenda
tahunan Dewan SDA Nasional.
Sidang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sidang yang
dilaksanakan di luar agenda tahunan Dewan SDA Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan sidang, Dewan SDA Nasional dapat mengundang Tim Kerja dan
Narasumber.



BAB I1
TATA TERTIB SIDANG DEWAN SDA NASIONAL

Bagian Kesatu
Sidang Dewan SDA Nasional

Pasal 4

(1) Sidang Dewan SDA Nasional dipimpin oleh Ketua Dewan SDA Nasional.

(2) Dalam hal Ketua Dewan SDA Nasional berhalangan, sidang Dewan SDA Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Harian Dewan SDA
Nasional.

(3) Dalam hal Ketua Harian Dewan SDA Nasional berhalangan mendadak, sidang Dewan
Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh salah
seorang Anggota Dewan SDA Nasional yang ditunjuk oleh Ketua Harian Dewan SDA
Nasional.

(4) Sidang Dewan SDA Nasional diselenggarakan berdasarkan agenda tahunan Dewan yang
ditetapkan dalam setiap sidang perdana Dewan SDA Nasional.

(5) Dalam hal diperlukan sidang diluar agenda tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Dewan SDA Nasional dapat mengadakan Sidang Luar Biasa.

(6) Sidang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Ketua Dewan
SDA Nasional atau Ketua Harian Dewan SDA Nasional.

Pasal 5
(1) Sidang Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), diadakan apabila:
a. diminta oleh Presiden;
b. dikehendaki oleh Ketua Dewan SDA Nasional/ Ketua Harian Dewan SDA Nasional,
atau
c. diusulkan oleh Anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh jumlah
Anggota ditambah satu orang Anggota.
(2) Dalam Sidang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Dewan SDA
Nasional/ Ketua Harian Dewan SDA Nasional mengundang seluruh Anggota.

Bagian Kedua
Waktu Sidang Dewan SDA Nasional

Pasal 6

(1) Sidang dilaksanakan sekurang-kurangnya | (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Sidang dilaksanakan pada hari kerja dengan waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan
Sidang, kecuali Sidang Luar Biasa.

(3) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Sidang pada
saat pembukaan sidang.

(4) Perubahan waktu sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan
Sidang melalui kesepakatan Anggota.



Bagian Ketiga
Tata Cara Sidang Dewan SDA Nasional

Pasal 7

(1) Jadwal Sidang Dewan SDA Nasional ditetapkan oleh Ketua Dewan SDA Nasional
berdasarkan kesepakatan Anggota.

(2) Materi sidang, jadwal, dan acarasidang disiapkan oleh Sekretariat Dewan SDA
Nasional.

(3) Materi sidang disampaikan oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional kepada para Anggota
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang.

(4) Materi sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan penyampaiannya
melalui media elektronik.

Pasal 8
(1) Setiap Anggota wajib menandatangani daftar hadir sebelum memasuki ruang sidang.
(2) Anggota yang berhalangan hadir dapat mewakilkan kepada seseorang yang ditunjuk
oleh yang bersangkutan berdasarkan Surat Kuasa atau Surat Penugasan.
(3) Wakil Anggota yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tidak diizinkan mengikuti sidang.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan Sidang Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, Ketua Dewan SDA Nasional dapat mengundang dan/ atau meminta penjelasan dari
Panitia Khusus.

(2) Dalam memberikan penjelasan Panitia Khusus dapat dibantu oleh Tim Kerja dan/ atau
Narasumber.

(3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur praktisi,
pakar, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi dan/atau perwakilan kelompok
masyarakat yang terkait.

(4) Sebelum Tim Kerja dan/ atau Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan penjelasannya wajib memperkenalkan identitasnya kepada Peserta
Sidang.

(5) Tim Kerja atau Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempunyai hak
suara dalam pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional.

Pasal 10

(1) Sidang dibuka Pimpinan Sidang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

(2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan, Anggota yang hadir belum mencapai
separuh jumlah Anggota ditambah satu orang Anggota, Pimpinan Sidang
mengumumkan penundaan pembukaan sidang.

(3) Penundaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh)
menit.

(4) Apabila jumlah kehadiran Anggota pada akhir waktu penundaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Pimpinan Sidang menyatakan sidang tetap
dilanjutkan.



Pasal 11
(1) Pimpinan Sidang berhak berbicara selaku pimpinan dalam sidang untuk menjelaskan hal
yang menjadi pembicaraan, menunjukkan persoalan yang sedang dibicarakan,
mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan
Peserta Sidang.
(2) Apabila Pimpinan Sidang hendak berbicara selaku Anggota harus menyatakan terlebih
dahulu bahwa substansi yang disampaikan merupakan haknya sebagai Anggota.

Pasal 12

(1) Pimpinan Sidang menutup sidang setelah semua agenda sidang yang ditetapkan selesai
dibicarakan.

(2) Dalam hal ada agenda sidang yang belum terselesaikan pada waktu yang telah
ditentukan, Pimpinan Sidang dapat menunda penyelesaian agenda sidang tersebut untuk
dibicarakan dalam sidang berikutnya atau meneruskan penyelesaian agenda sidang
tersebut atas persetujuan Peserta Sidang.

(3) Pimpinan Sidang menyampaikan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang
dihasilkan dalam sidang sebelum sidang ditutup.

Bagian Keempat
Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 13
(1) Pimpinan sidang mengatur jalannya persidangan.
(2) Pimpinan Sidang dapat menentukan giliran dan lamanya Anggota berbicara.
(3) Pembicara dalam sidang tidak boleh diganggu selama berbicara.
(4) Dalam hal seseorang berbicara ternyata melampaui batas waktu yang telah ditentukan,
Pimpinan Sidang berhak memperingatkan pembicara untuk mengakhiri pembicaraan.

Pasal 14
(1) Pimpinan Sidang berhak memperingatkan pembicara yang :
a. menggunakan kata-kata diluar batas kesopanan.
b. melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, atau
c. menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

(2) Pimpinan Sidang berhak meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan
pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan
kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.

(3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan Sidang, kata-kata yang diucapkan
pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan
tidak dimuat dalam Notulen.

Pasal 15
(1) Apabila seorang pembicara tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2), Pimpinan Sidang berhak melarang pembicara tersebut meneruskan
pembicaraan dan perbuatannya.
(2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh
yang bersangkutan, Pimpinan Sidang berhak meminta kepada yang bersangkutan
meninggalkan ruang sidang.



Pasal 16

(1) Pimpinan Sidang dapat menutup atau menunda sidang apabila berpendapat bahwa sidang
tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 dan Pasal 15.

(2) Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Sidang dapat menutup atau menunda sidang
yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta sidang.

(3) Lama penundaan sidang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan
kesepakatan Peserta Sidang.

Pasal 17
(1) Setiap Anggota dapat mengajukan interupsi dalam Sidang Dewan SDA Nasional.
(2) Interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal :
(a) meminta penjelasan tentang persoalan mengenai hal yang sedang dibicarakan;
(b) menjelaskan substansi pembicaraan menyangkut kepentingan yang diwakilinya
dan/atau tugasnya;
(c) mengajukan usulan yang berhubungan dengan substansi yang sedang dibicarakan;
atau
(d) mengajukan usulan agar sidang ditunda untuk sementara.

(3) Interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap Anggota
setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Sidang.

(4) Pimpinan Sidang berhak menetapkan lamanya Anggota melakukan interupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pimpinan Sidang berhak memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila
interupsi yang disampaikan tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang
dibicarakan.

(6) Terhadap penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, tidak
dapat diadakan pembahasan.

(7) Usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dan huruf d, untuk dapat dibahas
harus mendapat persetujuan Pimpinan Sidang.

Pasal 18
(1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali hal-hal
yang berkaitan dengan materi interupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 17.
(2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Sidang menyimpang dari pokok
pembicaraan, Pimpinan Sidang berhak memperingatkan dan meminta supaya pembicara
kembali kepada pokok pembicaraan.

Bagian Kelima
Laporan Singkat Dan Risalah Sidang

Pasal 19
(1) Dalam setiap sidang, Sekretaris Dewan SDA Nasional secepatnya menyusun Laporan
Singkat yang ditandangani oleh Pimpinan Sidang dan segera dibagikan kepada seluruh
Anggota serta pihak lain yang berkepentingan.
(2) Laporan Singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/ atau
Keputusan Sidang.



Pasal 20

(1) Dalam setiap sidang wajib dibuat Risalah Sidang yang disiapkan oleh Sekretaris Dewan
SDA Nasional dan ditandatangani oleh Pimpinan Sidang.

(2) Risalah Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan sidang yang
berisi pokok-pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam
sidang serta dilengkapi dengan informasi mengenai :

Jenis sidang;

Hari dan tanggal sidang;

Tempat sidang;

Acara sidang;

Waktu pembukaan dan penutupan sidang;

Pimpinan Sidang ;

Jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan

Daftar undangan yang hadir.

i.  Notulen dan/ atau rekaman pembicaraan

(3) Risalah sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Sekretariat Dewan

SDA Nasional.

‘TR moe a0 o

Bagian Keenam
Tata Tertib Untuk Tim Kerja dan Narasumber

Pasal 21
(1) Tim Kerja dan/ atau Narasumber diperbolehkan berbicara dalam sidang atas persetujuan
Pimpinan Sidang, tetapi tidak mempunyai hak suara.
(2) Untuk Tim Kerja dan/ atau Narasumber disediakan tempat khusus.
(3) Tim Kerja dan/ atau Narasumber wajib mentaati tata tertib sidang yang berlaku.

Pasal 22

(1) Pimpinan Sidang wajib menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
dipatuhi.

(2) Pimpinan  Sidang berhak meminta agar Tim Kerja dan/ atau Narasumber yang
mengganggu Ketertiban sidang untuk meninggalkan ruang sidang.

(3) Pimpinan Sidang dapat menutup atau menunda sidang apabila terjadi gangguan
ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Lama penundaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan
kesepakatan Peserta Sidang.



BAB I11
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM SIDANG
DEWAN SDA NASIONAL

Bagian kesatu
Prinsip Umum

Pasal 23
(1) Pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian akhir suatu hal yang
dibicarakan dalam Sidang Dewan SDA Nasional dan Sidang Luar Biasa Dewan SDA
Nasional.
(2) Keputusan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan,
pertimbangan dan /atau rekomendasi.

Pasal 24

(1) Pengambilan keputusan dalam Sidang Dewan SDA Nasional dapat dilakukan bila
dihadiri sekurang-kurangnya separuh jumlah Anggota ditambah satu orang Anggota
sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam daftar hadir Anggota.

(2) Pengambilan keputusan dalam Sidang Dewan SDA Nasional pada dasarnya diusahakan
sedapat mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 25
Setiap Keputusan Sidang Dewan SDA Nasional, mengikat semua Anggota, baik
berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua
Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 26
(1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah semua Anggota yang
hadir menyetujui atau menyepakati penyelesaian hal yang sedang dimusyawarahkan.
(2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan
Sidang menyampaikan rancangan Keputusan Sidang yang mencerminkan pendapat dan
saran yang dapat diterima oleh Peserta Sidang.

Bagian Ketiga
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 27
(1) Dalam Sidang Dewan SDA Nasional, keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil
apabila keputusan berdasarkan mufakat tidak tercapai.
(2) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka atau tertutup.



Pasal 28

(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak dinyatakan sah apabila disetujui oleh minimal
2/3 dari jumlah Anggota yang ada pada saat keputusan diambil.

(2) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya
ditangguhkan dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

(3) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata
tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),
pengambilan keputusan menjadi batal.

Pasal 29

(1) Pemungutan suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak
menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh Anggota yang hadir dengan cara lisan,
mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh
Anggota.

(2) Pemungutan suara secara tertutup dilakukan tertulis tanpa mencantumkan nama, tanda
tangan, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.

(3) Penghitungan suara dilakukan dengan cara menghitung pilihan tiap-tiap Anggota.

(4) Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi
sahnya keputusan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Dewan SDA Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan
disebarluaskan kepada Anggota untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Juli 2009

_ KETUA DEWAN
g" SUMBER DAYA AIR NASIONAL
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SRI MULYANI INDRAWATI



